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RINGKASAN 
 
 

Pada prinsipnya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk 
mencegah bank runs, turunnya kepercayaan deposan serta dapat meminimalkan 
krisis pada bank. Upaya yang dilakukan Pemerintah  sesuai amanat UU No .10 
Tahun 1998, maka dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan atas 
Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 
Diberlakunya undang-undang ini, maka setiap bank yang beroperasi di Indonesia 
baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat diwajibkan untuk menjadi 
peserta penjaminan. Adapun jenis simpanan yang dijamin adalah giro,   deposito, 
sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 
itu. 

Terdapat tiga rumusan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini: 1.Apa 
yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang 
Lembaga Penjamin Simpanan; 2. Apakah dengan adanya Lembaga Penjamin 
Simpanan telah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah 
penyimpan dana pada lembaga perbankan; 3. Bagaimanakah akibat hukum dari 
pembatasan nilai penjaminan berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2004  

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah: 
1.Untuk mengkaji dan menganalisis latar belakang lahirnya Undang-Undang 
No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; 2. Untuk mengkaji dan 
menganalisis apakah dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan telah dapat 
memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada 
lembaga perbankan; 3. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari 
pembatasan nilai penjaminan berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2004   

Adapun metode dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis 
normatif, dengan pendekatan undang-undang, konseptual, historis dan  
komparatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, kemudian menganalisa dengan menggunakan metode 
interprestasi, argumentasi hukum dan logika hukum dengan berpegang kepada 
karakteristik ilmu hukum yang bersifat normatif. 

Latar Belakang lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS 
karena didasari urgensi perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana 
pada lembaga perbankan diperlukan sebagai upaya menjaga kepercayaan 
masyarakat terhadap bank yaitu agar masyarakat tetap memiliki keyakinan dalam 
menyimpan dana yang dimiliki di bank. Urgensi yang lain adalah sebagai upaya 
menghindari financial distress, dimana kondisi bank mengalami kesulitan 
keuangan atau likuiditas. Adapun urgensi yang terpenting adalah untuk upaya 
menjaga stabilitas ekonomi nasional, secara khusus untuk menjaga gejolak 
moneter dan menekan tingkat inflasi. 

Pengaturan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin 
Simpanan kurang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah 
penyimpan dana apabila bank mengalami kegagalan. Dimana simpanan nasabah 
yang dijamin hanya sebatas seratus juta rupiah dengan persyaratan bahwa 
simpanan tersebut tercatat di bank, dan nasabah tidak menerima bunga diatas nilai 
simpanan dijamin. Disisi lain nilai simpanan dijamin ternyata masih dapat dirubah 
apabila terjadi rush dan atau inflasi yang tinggi. 
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Untuk dapat meningkatkan perlindungan hukum yang diberikan kepada 
nasabah penyimpan dana pengaturan mengenai lembaga penjamin simpanan perlu 
dibenahi dalam hal pemahaman lembaga penjamin simpanan, sinkronisasi UU 
LPS dengan peraturan perundang-undangan lainnya secara khusus UU Perbankan 
dan UU BI, diperlukan revisi atas pengaturan mengenai perubahan nilai 
penjaminan, diperlukan pembenahan pensyaratan pencatatan oleh bank, 

Diperlukan revisi atas Undang-Undang Perbankan secara khusus pada pasal 
37 B ayat 4 yang mengatur mengenai lembaga penjamin simpanan agar sesuai 
dengan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Perlu melakukan revisi 
atas UU LPS secara khusus pada pasal 19 huruf a dan b yang mengatur 
pensyaratan penjaminan, untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah 
penyimpan. 
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ABSTRAC 
 
 

 
In principle forming of The Institute of Deposit Guarantor to prevent bank 

runs, lowering of trust of depositor and minimization of crisis can at bank. Effort 
done by the Government according to commendation of Law No . 10 The year 
1998, hence formed The Institute of Deposit Guarantor by virtue of invitors No 24 
The year 2004 about The Institute of Deposit Guarantor. Its hence every bank 
operating in Indonesia either public bank and also public credit bank is obliged to 
be guarantee participant. As for deposit type guaranteed is giro, deposit, certificate 
of deposit, saving, and other form likened with that. 

Hereinafter purpose of which wish to be reached in research of this thesis is: 
1.to study and analisys legislation bachground of act number 24 year 2004 about 
deposit guaranty institution; 2. to study and analisys protection of law for 
depositor by deposit guarantee institution; 3. to study and analisys the 
consequences of law from limited guarantee under act number 24 year 2004 

As for method in this research by using juridical method, with law approach, 
conceptual, comparability. Law material applied is primary law material and 
secondary law material, then analyses by using method interprestasi, argument of 
law and law logic by standing upon law science characteristic having the character 
of normatif. 

Protection urgency of law to depositor client of fund at banking institute 
required as effort to take care of trust of public to bank that is that public still have 
confidence in save fund owned in bank. Other urgency is as effort avoids financial 
distress, where condition of bank finds difficulties finance or liquidity. As for all 
important urgency is to strive takes care of national economics stability, peculiarly 
to take care of distortion of monetary and depress inflation rate. 

Arrangement of Law No. 24 The year 2004 about The Institute of Deposit 
Guarantor unable to can give protection of law to depositor client of fund if bank 
experience failure. Where client deposit guaranteed only limited to one hundred 
million rupiahs with clauses that the deposit is noted in bank, and client doesn't 
receive interest to deposit value is guaranteed. Side is other assessed deposit is 
guaranteed simply admits of altered in the event of rush and or high inflation. 

 
 

Keyword : Deposit, Protection, Law, guaranteed 
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